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         ISI ABSTRAK :  

Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 

1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yaitu negara yang 

menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada 

kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dari pengertian negara hukum itu maka 

dengan jelas menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan 

masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu 

hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat 

khususnya di bidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau 

alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa 

hukum yang terjadi, dan salah satu profesi yang berwenang membuat akta otentik 

adalah Notaris, dan dalam penelitian tesis ini putusan perkara nomor 34/PDT/2017/PT 

YYK bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang 

diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik dan 

menciptakan suatu alat bukti yang mutlak namun dalam pengertian bahwa apa yang 

tersebut dalam akta otentik adalah benar. 

 

 

 

 

 

 

  


